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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terselesaikannya buku Figih dan Hukum Islam. Buku ini disusun
sebagai referensi akademik yang membahas secara komprehensif
prinsip-prinsip figih dan hukum Islam dalam berbagai aspek
kehidupan. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini bertujuan
memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hukum Islam
yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi.

Dalam era digital dan globalisasi, tantangan dalam penerapan
hukum Islam semakin kompleks. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya
mengulas konsep dasar figih dan hukum Islam, tetapi juga menyoroti
relevansinya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti ekonomi
syariah, hak asasi manusia, serta kebijakan lingkungan berbasis Islam.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta
masyarakat umum yang ingin mendalami figih dan hukum Islam secara
lebih mendalam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan
saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan
di masa mendatang.
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SINOPSIS

Buku Figih dan Hukum Islam menghadirkan kajian komprehensif

mengenai prinsip-prinsip hukum Islam serta implementasinya dalam
berbagai aspek kehidupan modern. Dengan pendekatan multidisiplin,
buku ini membahas perkembangan figih dari masa klasik hingga era
digital, serta bagaimana hukum Islam merespons dinamika sosial,
ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Pembaca akan diajak
untuk memahami konsep dasar figih, sumber hukum Islam, serta
aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah, hak
asasi manusia, dan kebijakan lingkungan berbasis magashid syariah.
Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan serta peluang dalam
penerapan hukum Islam di era digital, seperti transaksi daring,
perkembangan kecerdasan buatan, serta regulasi berbasis syariah
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dilengkapi
dengan studi kasus dan analisis mendalam dari perspektif ulama serta
akademisi, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi
hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum Islam
secara lebih luas dan aplikatif.
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EVOLUSI KONSEPTUAL FIQIH
DALAM ERA DIGITAL

Oleh: Arditya Prayogi

1.1. Figih di Tengah Era Digital

Islam adalah agama yang berlandaskan prinsip rahmatan lil
alamin, yang menekankan kasih sayang, namun juga dilandasi oleh
pertimbangan hukum yang matang (Sumitro, 2014). Rasionalisasi
Islam ini juga terjadi di era digital, dimana kehidupan manusia telah
mengalami perubahan vyang signifikan. Banyak aktivitas yang
sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara
daring (online), mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga ibadah.
Dalam konteks ini kemudian Islam meminta para pemeluknya untuk
tetap memegang teguh nilai-nilai agama, salah satunya melalui ilmu
figih.

Hukum dalam Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur’an dan
As-Sunnah, yang kemudian diolah menjadi ilmu pengetahuan yang
disebut figih. Figih merupakan cabang ilmu syariat yang memuat
legalitas hukum dalam Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan
Hadis (Haruna, 2019). limu figih mencakup berbagai aspek kehidupan,
mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hingga
akhlak. Di era digital, figih menjadi panduan bagi umat Islam untuk
tetap menjalankan kehidupan sesuai syariat, meskipun lingkungan dan



tantangannya telah berubah.

Objek kajian figih meliputi seluruh aspek kehidupan manusia,
seperti peribadatan, pernikahan, hukuman, dan bahkan isu-isu
kontemporer di era digital. Kajian figih tidak hanya menuntut
penguasaan kognitif, tetapi juga aspek psikomotorik dan afektif, yaitu
kemampuan untuk mengaplikasikan syariat dengan benar dan
melestarikannya (Zulfadli & Hidayati, 2020). Selain itu, figih
merupakan kajian yang dinamis, di mana hukum-hukum di dalamnya
mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang di
masyarakat.

Tujuan figih sebagai bagian dari hukum Islam adalah mengambil
manfaat dan menjauhkan kemudaratan. Agama perlu dijaga, jiwa
manusia perlu dilindungi, akal sehat perlu dikontrol, nasab baik perlu
dipelihara, dan harta yang merupakan anugerah Allah harus
dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia
dan lingkungannya. Agama adalah petunjuk dan nasihat bagi manusia,
yang harus benar-benar dipedomani. Prinsip syara’” menyatakan
bahwa agama hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan manusia.
Manusia adalah makhluk lemah, dan Allah tidak akan memberikan
beban kepada hamba-Nya kecuali sesuai dengan batas
kemampuannya. Selain itu, syariat Islam memberikan keringanan
dalam aturan, karena syariat tidak hadir di ruang kosong, melainkan
sebagai aturan yang dipelihara selama bermanfaat. Perkara atau
aturan baru haruslah menjadi jalan terbaik. Ajaran Islam datang secara
berangsur-angsur, menunjukkan bahwa agama dan norma-normanya
bersifat dinamis dan progresif.

Figih di era digital, berkaitan dengan Islam kontemporer yang
merupakan upaya manusia untuk menjaga keberlangsungan
hidupnya. Ada tiga tujuan utama dalam Islam, yaitu memakmurkan
bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta,
dan mencetak homo Islamicus (Djalaluddin, 1991). Ketiga tujuan ini



harus dapat dijalankan seiring dengan perkembangan era digital. Hal
demikian dalam figih, dapat dilihat dalam hukum figih keseharian
dimana manusia harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam sesuai
dengan konteks zaman. Tanpa pemahaman yang mendalam, manusia
tidak akan mencapai “kebaikan” di dunia sebagaimana yang sering
diucapkan dalam doa seorang Muslim. Walhasil, perkembangan era
digital yang semakin canggih, telah membawa kemajuan di berbagai
bidang meskipun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru
yang memerlukan penjelasan hukum Islam (Prayogi, 2024).

Era digital menawarkan berbagai kemudahan, tetapi juga
menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan
jawaban dari perspektif figih. Misalnya, bagaimana memastikan
kehalalan barang dan transaksi dalam jual beli online? Bagaimana
hukum penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Al) dalam
pengambilan keputusan keuangan atau bisnis? Pertanyaan-
pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan pemahaman yang baik
(dan mendalam) terhadap ilmu figih. Oleh karena itu, ilmu figih
memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam,
termasuk di era digital. Melalui pemahaman figih, umat Islam dapat
menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat, meskipun berada di
tengah perkembangan teknologi yang pesat. Rasulullah saw telah
memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya pemahaman
agama agar umatnya dapat selamat di dunia dan akhirat. Mendalami
ilmu figih di era digital bukan hanya penting, tetapi juga mendesak.
Umat Muslim perlu memastikan bahwa setiap aspek kehidupan digital
yang dijalaninya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dengan
demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri
kepada Allah SWT, bukan sebaliknya.

Kajian tentang pentingnya memahami perkembangan figih di
era digital menjadi sangat relevan mengingat pesatnya perkembangan
teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Era



digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan baru
yang memerlukan penjelasan hukum Islam. Tanpa pemahaman yang
mendalam tentang figih, umat Islam berisiko terjebak dalam aktivitas
yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kajian figih di era
digital diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perkembangan
teknologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana
ditegaskan oleh Sumitro (2014), figih harus mampu merespons
dinamika zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.
Dengan demikian, umat Islam dapat memanfaatkan teknologi secara
bijak dan tetap berada dalam koridor syariat.

1.2. Evolusi Figih di Era Digital

Figih, secara umum, merupakan pengetahuan tentang agama
yang tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu. Namun, dalam
perkembangannya, figih kemudian dikhususkan sebagai pengetahuan
tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis. Secara istilah,
figih dapat dipahami sebagai kajian ilmiah yang menjelaskan aturan
dan ketentuan syariat Islam berdasarkan dasar-dasar hukum yang
terperinci. Dengan demikian, figih berkembang menjadi sebuah ilmu
yang mandiri. Illmu figih berperan dalam menjelaskan dan
menguraikan dasar-dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an
dan Sunnah secara rinci, sehingga dapat diterapkan pada perbuatan
manusia yang telah dewasa, sehat akalnya, dan berkewajiban
melaksanakan hukum Islam (Haruna, 2019).

Figih merupakan kajian ilmu pengetahuan yang khusus
mengkaji syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah,
serta dalil-dalil syariah lainnya. Dalil-dalil tersebut kemudian
diformulasikan oleh para ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah
figih dan ushul figih. Dengan demikian, figih dapat disimpulkan
sebagai formulasi hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah,
yang berbentuk hukum praktis (‘amaliyyah) untuk diamalkan oleh



umat Islam (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Kata figih (juga sangat) erat kaitannya dengan syariah dan
hukum Islam. Syariah dan hukum memiliki objek kajian yang sama,
yaitu aturan, norma, atau cara hidup manusia dalam beragama.
Namun, dalam konteks kekinian, syariah memiliki makna yang lebih
kompleks dibandingkan dengan figih dan hukum. Syariah tidak hanya
mencakup figih dan hukum, tetapi juga meliputi aspek akidah dan
akhlak. Dengan demikian, syariah memiliki cakupan yang lebih luas
daripada figih (Sumitro, 2014).

Pemahaman yang baik terhadap figih dapat menjadi indikator
kemampuan keberagamaan seseorang dalam mengaplikasikan
pemahaman mendalam terhadap agamanya. Orang yang memiliki
pemahaman tinggi terhadap agama disebut sebagai fagih (orang yang
mengerti agama). Aplikasi kehidupan seorang fagih sebenarnya telah
ada sejak zaman Rasulullah saw, karena kajian-kajian keagamaan telah
diajarkan oleh Rasul melalui Al-Qur'an sebagai wahyu dan hadis-
hadisnya. Al-Qur'an mengandung berbagai macam hukum figih, dan
masyarakat Muslim pada masa itu tidak merasa kesulitan untuk
memahaminya dengan insting dan modal bahasa yang mereka miliki.
Jika ada masalah, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah saw
(Djalaluddin, 1991; Oktaviani, et al., 2024).

Pada masa Rasulullah saw, figih direalisasikan dalam batasan
dan ketentuan beragama sehari-hari, seperti interaksi sosial yang
meliputi keimanan, kesopanan, jual beli, dan interaksi sosial lainnya.
Rasulullah saw menjadi sumber referensi pertama dan utama dalam
menyelesaikan setiap problematika masyarakat pada masa itu. Setiap
keputusan yang diambil oleh Rasulullah saw merupakan solusi terbaik,
karena segala yang disampaikan oleh beliau dijamin kebenarannya,
baik melalui wahyu dari Allah SWT maupun melalui hadis (Haruna,
2019).



Pasca wafatnya Rasulullah saw, periode sahabat dimulai. Pada
masa ini, proses turunnya wahyu telah berakhir. Wahyu vyang
diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari melalui Malaikat
Jibril telah terputus, termasuk hadis Rasulullah saw yang juga
merupakan wahyu dari Allah SWT (Fadilah, et al.,, 2023). Namun,
problematika umat terus berlanjut, bahkan semakin kompleks,
termasuk persoalan-persoalan yang tidak pernah terjadi pada masa
Rasulullah saw masih hidup. Menyadari bahwa Rasulullah saw adalah
utusan terakhir, para sahabat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan
permasalahan yang muncul. Mereka berfatwa dan memutuskan
legitimasi hukum syariah berdasarkan dalil naqli, yaitu Al-Qur’an dan
hadis. Kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, asbabun
nuzul, maqashid syariah, serta pengalaman hidup bersama Rasulullah
menjadi modal penting dalam memberikan solusi atas problematika
umat pada masa itu (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Seiring perkembangan sejarah, Islam mengalami proses yang
panjang. Periode hukum Islam dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu
fase tasyri’ pada masa Rasulullah dan fase pasca-tasyri’ pada masa
sahabat, tabi’in, dan generasi berikutnya hingga saat ini. Syariat Islam,
yang menjadi pemutus mata rantai problematika masyarakat pada
periode pasca-tasyri’, telah mengalami perkembangan yang signifikan
karena bersentuhan dengan berbagai budaya. Problematika yang
dihadapi umat Islam semakin kompleks dibandingkan dengan masa
tasyri’. Oleh karena itu, pengalaman jjtihad yang dilakukan oleh para
sahabat perlu dikembangkan pada masa-masa selanjutnya, termasuk
di era modern ini (Sumitro, 2014).

Untuk menciptakan ajaran yang fleksibel dan dinamis serta
mampu menjawab persoalan masyarakat di setiap zaman dan tempat,
perlu dilakukan kajian ulang tidak hanya terhadap materi-materi
tradisional, tetapi juga terhadap dasar-dasar figih yang telah
diletakkan oleh para pendahulu. Kondisi masa Imam Mazhab tentu



berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga pemahaman terhadap
dasar-dasar figih perlu disesuaikan dengan konteks kekinian. Hal ini
dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan
syariat, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat
(Djalaluddin, 1991).

Peletakan dasar-dasar figih Islam berjalan secara evolutif pada
masa Dinasti Abbasiyah melalui Imam Syafi’i dalam kitabnya Ar-
Risalah. Pada masa yang sama, dasar-dasar ilmu lain, seperti bahasa
Arab, juga diletakkan oleh Imam Sibawaih dalam kitabnya yang
terkenal. Imam Syafi'i dipengaruhi oleh “mazhab” yang mengakui
sinonimitas dalam bahasa, sehingga beliau tidak menekankan
periwayatan hadis secara harfiah, tetapi cukup dengan maknanya.
Namun, problem bahasa bukanlah satu-satunya dasar vyang
mempengaruhi pemikiran Imam Syafi’i. Problem sosial-keagamaan,
politik, dan bahasa juga turut membentuk pemikirannya, sebagaimana
terlihat dalam karya-karyanya (Haruna, 2019).

Jauh setelahnya, muncul gerakan pembaharuan dalam hukum
Islam pada abad ke-18, ketika pemikiran generasi Muslim saat itu lebih
banyak ber-taklid. Gerakan ini bertujuan untuk mendobrak taklid dan
mengangkat semangat ijtihad kembali. Pembaharuan hukum Islam
merupakan bagian dari pembaharuan yang lebih luas dalam Islam,
meliputi bidang pendidikan, politik, kebudayaan, dan hukum. Tokoh-
tokoh pembaharuan seperti Syah Waliyullah dari India, Muhammad
bin Abdul Wahhab dari Saudi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha
telah memberikan kontribusi signifikan dalam gerakan ini (Zulfadli &
Hidayati, 2020).

Pembaharuan hukum Islam berfokus pada hasil pemikiran
manusia, yang masih dalam kategori figih, bukan pada ketentuan
syariah yang bersifat tetap. Arkoun (2002) menyatakan bahwa Islam
memiliki kesiapan diri untuk menghadapi modernitas karena memiliki
Jauhar al-Islami, yang mencakup doktrin teologi yang lugas dan



dinamika nalar yang relevan dengan setiap perubahan. Namun, posisi
Islam dalam menghadapi modernitas juga ditentukan oleh kreativitas
pemikiran dan sikap para pemeluknya dalam memahami agama dan
modernitas secara benar (Arthamevia, et al., 2024).

Ulama salaf telah memberikan ruang bagi dinamika pemikiran
dan pengembangan hukum Islam melalui prinsip-prinsip seperti giyas
(analogi), maslahah mursalah (kebaikan sosial), ‘urf (tradisi), dan al-
hukmu yaduru ma’a al-illati wujudan wa ‘adaman (hukum berubah
sesuai dengan ‘illat-nya). Prinsip-prinsip ini memungkinkan
pengembangan hukum Islam secara aktual dan transformatif (Sumitro,
2014).

Di Indonesia, upaya serupa juga dilakukan. Konteks Indonesia
yang unik memerlukan penyesuaian hukum Islam dengan kondisi
lokal. Pemikiran tentang figih Indonesia telah digagas oleh para ahli
hukum Islam seperti Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Prof. Hazairin, yang
menekankan pentingnya membangun figih yang sesuai dengan
konteks ke-Indonesiaan. Gagasan ini mendapat perhatian serius dari
kalangan ahli hukum Islam di Indonesia, termasuk Munawir Sjadzali,
yang menyerukan reaktualisasi hukum Islam (Djalaluddin, 1991).

Gagasan pembaharuan hukum Islam perlu disebarluaskan tidak
hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di pondok pesantren, di mana
para santri memiliki dasar pemahaman figih yang kuat. Hal ini penting
untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi yang fleksibel,
humanis, dan kontekstual terhadap permasalahan yang dihadapi di
era modern ini.

1.3. Aplikasi Fiqih di Era Digital

Figih telah lama menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam
menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaannya sangat penting
dalam mewujudkan tujuan perekonomian Islam atau magqasid al-
igtisadiyah. Salah satu tujuan utama dalam konsep ini adalah prinsip



kemakmuran (prosperity), sebagaimana dijelaskan oleh Wahyuni
(2013). Dengan terciptanya kesejahteraan di kalangan umat Islam,
agama ini dapat berkembang secara luas dan memberikan manfaat,
tidak hanya bagi pemeluknya tetapi juga bagi masyarakat secara
keseluruhan, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang agama
yang berbeda.

Figih dalam konteks Islam kontemporer, dijadikan sebagai
pedoman utama memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, tanpa menghilangkan
aspek ibadah. Muzlifah (2013) menjelaskan bahwa dalam era digital,
segala bentuk usaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian
duniawi tetapi juga memperkuat nilai spiritualitas. Dengan demikian,
keberlanjutan usaha tidak sekadar dipandang dari aspek keuntungan
material, tetapi juga dari segi keberkahan yang diperoleh. Hal ini
mencerminkan sifat figih yang dinamis dan fleksibel dalam merespons
perubahan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Mahfudz (2019).
Figih tidaklah bersifat statis dan kaku, melainkan mampu
menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan sosial dan
teknologi.

Pada masa awal perkembangan figih, empat imam besar—
Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki—muncul
sebagai tokoh utama yang memberikan kontribusi dalam penyusunan
kaidah-kaidah hukum Islam (Zakirun, 2021). Kajian figih tidak terbatas
pada aspek ibadah dan muamalah konvensional, tetapi juga
merambah ke berbagai dimensi kehidupan, termasuk interaksi digital
di era modern. Perkembangan teknologi menuntut adanya respons
figih terhadap berbagai fenomena baru, seperti transaksi elektronik,
keuangan syariah berbasis digital, dan etika penggunaan media sosial.

Konsep halal dan haram dalam perkembangan era digital, tetap
menjadi aspek fundamental dalam figih. Islam tidak hanya
memperhitungkan keuntungan material, tetapi juga nilai keberkahan



(barakah) dalam setiap transaksi ekonomi. An-Nawawi (2005)
menjelaskan bahwa perkara halal adalah segala sesuatu yang
diperbolehkan dalam syariat, sedangkan perkara haram adalah segala
sesuatu yang dilarang. Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam
menentukan legalitas berbagai aktivitas digital, termasuk
perdagangan elektronik, investasi berbasis digital, dan penggunaan
kecerdasan buatan dalam transaksi keuangan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, berbagai
lembaga, seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia
(MULI), telah berupaya untuk memberikan panduan mengenai aspek
halal dan haram dalam penggunaan teknologi digital (Al-Baijuri, 2010;
Sarnoto, et al., 2023). Upaya ini bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum bagi konsumen Muslim, terutama dalam memilih
produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya, di
daerah seperti Bali, Lombok, dan Toraja, label halal telah
diperkenalkan agar konsumen Muslim tidak mengalami kesulitan
dalam menentukan pilihan produk yang sesuai dengan keyakinannya.
Selain itu, etika bisnis dalam era digital juga menjadi sorotan penting
dalam kajian figih. Sistem kapitalisme modern-digital saat
inimenciptakan sistem yang menuntut individu untuk menyesuaikan
diri dengan aturan pasar. Namun, dalam konteks Islam, etika bisnis
tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada
nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan social (Safira et al.,, 2019).
Dengan demikian, prinsip syariah dapat menjadi pedoman dalam
membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan dan
berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam
upaya integrasi figih dengan Islam kontemporer di era digital. Menurut
Dede et al. (2020), figih seakan belum sepenuhnya menyesuaikan diri
dengan laju perkembangan dunia digital. Salah satu kendala utama
adalah perbedaan perspektif dalam memahami sumber daya yang



tersedia. Misalnya, konsep ekonomi konvensional mengasumsikan
bahwa sumber daya alam bersifat terbatas, sementara Islam
memandang bahwa Allah menciptakan dunia dengan kelimpahan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia (Miftachul, 2017).

Figih sejatinya memiliki idealitas yang kuat dalam menjawab
tantangan era digital, realitas yang terjadi tidak selalu sesuai dengan
harapan. Terdapat berbagai hambatan dalam mengimplementasikan
nilai-nilai figih secara menyeluruh, terutama dalam aspek ekonomi
dan teknologi. Perbedaan paradigma ini menimbulkan kesenjangan
dalam merumuskan solusi figih terhadap berbagai permasalahan
ekonomi digital. Lebih lanjut misalnya dalam aspek pembiayaan yang
sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan perangkat digital, seperti
laptop dan smartphone, memerlukan sumber permodalan yang halal.
Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam
menyediakan modal berbasis syariah bagi pelaku usaha digital
(Nasihin, 2019).

Selain aspek permodalan, proses produksi dan distribusi produk
halal juga menjadi perhatian utama. Lembaga seperti MUI dan
Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam
memastikan bahwa proses produksi suatu produk atau layanan sesuai
dengan standar syariah. Proses pemasaran pun harus dilakukan
dengan etika yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan terpenuhinya
seluruh komponen ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem industri
halal yang holistik dan berkelanjutan.

1.4. Masa Depan Fatwa dan Fiqih di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam penyusunan dan penyebaran fatwa serta
dinamika figih Islam. Seiring dengan kemajuan digital, muncul
tantangan baru bagi ulama dan lembaga fatwa dalam menjaga
relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang begitu cepat.



Digitalisasi tidak hanya memungkinkan akses informasi yang lebih luas,
tetapi juga menuntut adanya mekanisme baru dalam penetapan
hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh
karena itu, masa depan fatwa dan figih Islam di era digital bergantung
pada kemampuan para ulama dalam mengadaptasi metode ijtihad
dengan pendekatan berbasis teknologi (Zulfadli & Hidayati, 2020).

Transformasi digital telah mempercepat proses penyebaran
fatwa melalui berbagai platform daring seperti situs web resmi
lembaga keislaman, aplikasi seluler, dan media sosial. Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Dar al-Ifta’ Mesir, dan lembaga sejenis telah
memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasikan serta
mendistribusikan fatwa kepada masyarakat. Di masa depan,
digitalisasi fatwa diprediksi akan semakin berkembang dengan
dukungan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana
memastikan validitas dan otoritas fatwa dalam ekosistem digital yang
semakin terbuka (Nasihin, 2019; Prayogi, et al., 2024).

Salah satu tantangan besar dalam perkembangan fatwa digital
adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber
hukum Islam yang tidak selalu memiliki dasar keilmuan yang kuat.
Media sosial memungkinkan siapa saja untuk mengeluarkan pendapat
keagamaan tanpa harus melalui proses akademik yang ketat
sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Fenomena ini
dapat menyebabkan munculnya fatwa-fatwa tanpa standar yang jelas,
yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada
mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa fatwa yang
beredar di ruang digital memiliki legitimasi ilmiah dan tidak
bertentangan dengan prinsip maqgasid al-shari‘ah (Sumitro, 2014).

Masa depan fatwa dan figih di era digital juga akan dipengaruhi
oleh peran lembaga keagamaan dalam menyesuaikan diri dengan
kemajuan teknologi. Jika lembaga-lembaga fatwa tidak segera



beradaptasi dengan transformasi digital, maka otoritas mereka dalam
memberikan bimbingan keislaman akan melemah. Beberapa negara
Muslim telah mulai membangun platform digital khusus yang
memberikan fatwa secara interaktif, di mana masyarakat dapat
mengajukan pertanyaan langsung kepada ulama yang kompeten.
Upaya ini penting untuk memastikan bahwa fatwa tetap bersumber
dari ahli hukum Islam yang memiliki keilmuan dan otoritas yang sah
(Djalaluddin, 1991).

Selain itu, tantangan etika dan keamanan dalam penyebaran
fatwa digital juga perlu mendapat perhatian serius. Informasi
keagamaan yang tersebar melalui internet sangat rentan terhadap
penyalahgunaan, baik dalam bentuk penyebaran hoaks maupun
manipulasi teks untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu,
pengembangan sistem keamanan digital yang dapat melindungi
integritas fatwa menjadi hal yang mendesak. Blockchain, misalnya,
dapat menjadi salah satu teknologi yang digunakan untuk memastikan
keaslian dan ketertelusuran suatu fatwa sehingga tidak mudah
dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Muzlifah,
2013).

Kemajuan kecerdasan buatan (Al) juga berpotensi mengubah
cara kerja lembaga fatwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
hukum Islam. Beberapa sistem berbasis Al telah dikembangkan untuk
memberikan jawaban otomatis terhadap pertanyaan keagamaan.
Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, tetap ada
keterbatasan dalam pemahaman konteks hukum Islam yang
kompleks. Al tidak dapat menggantikan peran ulama dalam melakukan
ijtihad yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan keadaan
individu yang bertanya. Oleh karena itu, pengembangan Al dalam
kajian figih harus tetap berada dalam kendali ulama agar tidak
menghasilkan fatwa yang bersifat kaku dan tidak kontekstual (Haruna,
2019).



Perkembangan teknologi digital juga menuntut peran aktif
pemerintah dan institusi keagamaan dalam mengawasi konten fatwa
yang beredar di ruang publik. Regulasi terkait fatwa digital perlu
diterapkan untuk memastikan bahwa hanya fatwa yang dikeluarkan
oleh lembaga resmi dan ulama yang memiliki kompetensi yang dapat
dijadikan rujukan. Beberapa negara telah mulai mengembangkan
mekanisme sertifikasi fatwa digital agar masyarakat dapat
membedakan antara fatwa yang memiliki legitimasi dan pendapat
individu yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Langkah ini penting
untuk mencegah disinformasi dalam praktik keagamaan di era digital
yang serba terbuka (Syakhroni & Yudistira, 2022).

Selain regulasi, peningkatan kapasitas ulama dalam memahami
teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam memastikan fatwa
tetap relevan di masa depan. Ulama masa kini tidak hanya perlu
menguasai ilmu syariah, tetapi juga harus memiliki pemahaman
tentang teknologi informasi, algoritma pencarian, dan kecerdasan
buatan agar dapat menjawab tantangan digital dengan pendekatan
yang lebih adaptif. Oleh karena itu, pendidikan keislaman di era digital
perlu mengintegrasikan pemahaman teknologi dalam kurikulumnya
agar generasi ulama berikutnya siap menghadapi tantangan modern
tanpa kehilangan esensi dari ilmu figih dan syariat Islam (Prayogi, et
al., 2025; Sumitro, 2014).

Pada akhirnya, masa depan fatwa dan figih di era digital akan
bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan
keterlibatan ulama dalam menjaga integritas hukum Islam. Digitalisasi
tidak boleh menggantikan metode tradisional dalam penyusunan
hukum Islam, tetapi harus menjadi alat yang mempercepat proses
penyebaran fatwa dengan tetap mempertahankan keabsahan dan
otoritasnya. Jika dioptimalkan dengan baik, teknologi dapat menjadi
sarana untuk memperkuat pemahaman keislaman dan
mempermudah umat dalam menjalankan syariat Islam di tengah



tantangan zaman yang terus berkembang (Sumitro, 2014).

Penutup

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk dalam kajian dan aplikasi figih Islam. Figih,
sebagai ilmu yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan
zaman, terus beradaptasi untuk menjawab tantangan baru yang
muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Melalui prinsip-prinsip
dasar seperti maslahah mursalah, qiyas, dan ‘urf, figih mampu
memberikan solusi yang relevan terhadap isu-isu kontemporer,
seperti transaksi digital, keuangan syariah berbasis teknologi, dan
etika penggunaan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa figih tidak
hanya bersifat statis, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial
dan teknologi yang terus berkembang.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana
memastikan bahwa setiap perkembangan teknologi tetap berada
dalam koridor syariat Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar
hukum Islam. Dalam konteks ini, peran ulama dan lembaga fatwa
menjadi sangat penting. Mereka harus mampu memberikan panduan
yang akurat dan kontekstual bagi umat Islam di era digital. Tanpa
pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan syariat, fatwa
yang dikeluarkan berisiko tidak relevan atau bahkan menyesatkan.
Oleh karena itu, integrasi antara ilmu figih dan teknologi digital harus
dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kajian yang mendalam.

Digitalisasi fatwa dan kajian figih juga membawa peluang besar
untuk memperluas akses masyarakat terhadap hukum Islam. Platform
digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial memungkinkan
fatwa dan kajian figih tersebar lebih cepat dan menjangkau lebih
banyak orang. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru,
seperti maraknya fatwa yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat
atau bahkan disinformasi yang disebarkan oleh pihak yang tidak



bertanggung jawab. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi dan regulasi
yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa fatwa yang beredar
di ruang digital memiliki legitimasi ilmiah dan tidak bertentangan
dengan prinsip maqdasid al-shari'ah.

Selain itu, peningkatan kapasitas ulama dalam memahami
teknologi digital menjadi kunci untuk menjawab tantangan modern.
Ulama masa kini tidak hanya perlu menguasai ilmu syariah, tetapi juga
harus memiliki pemahaman tentang teknologi informasi, algoritma
pencarian, dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, mereka dapat
memberikan fatwa yang tidak hanya berdasarkan teks-teks klasik,
tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi
yang terus berubah. Pendidikan keislaman di era digital perlu
mengintegrasikan pemahaman teknologi dalam kurikulumnya agar
generasi ulama berikutnya siap menghadapi tantangan modern tanpa
kehilangan esensi dari ilmu figih dan syariat Islam.

Ke depan, integrasi antara figih dan teknologi digital akan
semakin penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan
dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Digitalisasi tidak boleh
menggantikan metode tradisional dalam penyusunan hukum Islam,
tetapi harus menjadi alat yang mempercepat proses penyebaran
fatwa dengan tetap mempertahankan keabsahan dan otoritasnya. Jika
dioptimalkan dengan baik, teknologi dapat menjadi sarana untuk
memperkuat pemahaman keislaman dan mempermudah umat dalam
menjalankan syariat Islam di tengah tantangan zaman yang terus
berkembang.

Walhasil, figih di era digital tidak hanya menjadi alat untuk
menjaga kesucian syariat, tetapi juga sebagai sarana untuk
mendekatkan umat Islam kepada nilai-nilai Islam dalam kehidupan
sehari-hari yang semakin terdigitalisasi. Melalui kolaborasi antara
ulama, lembaga fatwa, dan teknologi, figih dapat terus berkembang
dan memberikan solusi yang relevan bagi umat Islam di seluruh dunia,



tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasar yang telah dijaga selama
berabad-abad.
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PRINSIP HUKUM ISLAM
DALAM MENJAGA
KESEIMBANGAN EKOLOGI

Oleh: Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, M.A., CIQnR.

2.1. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama dalam
berbagai diskursus ilmiah, sosial, dan politik di tingkat global. Berbagai
masalah ekologis, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran
air dan udara, serta kepunahan spesies, menjadi tantangan serius yang
mengancam keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia.
Dalam konteks ini, berbagai pendekatan dan solusi ditawarkan, baik
dari perspektif ilmu pengetahuan modern, kebijakan publik, hingga
nilai-nilai agama. Islam, sebagai agama yang memiliki sistem hukum
dan etika yang komprehensif, memberikan perhatian yang mendalam
terhadap masalah ekologi. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam tidak
hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga
mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari
tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.

Konsep khalifah fil ardh menegaskan bahwa manusia memiliki
mandat dari Allah untuk mengelola bumi dengan tanggung jawab dan
tidak melakukan kerusakan. Islam mengajarkan bahwa alam bukan
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hanya sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas,
tetapi merupakan amanah yang harus dijaga keseimbangannya.
Prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang
menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan
menghindari segala bentuk kerusakan (fasad). Salah satu prinsip
mendasar dalam hukum Islam adalah kaidah la dharar wa la dhirar,
yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun
orang lain. Kaidah ini sangat relevan dalam konteks lingkungan, di
mana eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat
menyebabkan dampak buruk bagi generasi mendatang.

Selain itu, Islam menempatkan lingkungan dalam kerangka
magqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan
untuk menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-
aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Lawang et al.,
2023). Dalam konteks lingkungan, perlindungan ekologi dapat
dikaitkan dengan hifzh al-nafs (menjaga jiwa) karena kesehatan
manusia sangat bergantung pada lingkungan yang bersih dan lestari.
Demikian pula, eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dapat
mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kehidupan
manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam menawarkan
solusi normatif yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi
juga memiliki dimensi etis dan spiritual dalam menjaga keseimbangan
ekologi.

Namun, meskipun nilai-nilai Islam telah mengatur prinsip-
prinsip perlindungan lingkungan, implementasi kebijakan yang
berbasis pada hukum Islam dalam aspek ekologi masih menghadapi
berbagai tantangan. Di Indonesia, misalnya, beberapa fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) telah dikeluarkan terkait dengan perlindungan
lingkungan, seperti fatwa tentang larangan pembakaran hutan dan
pengelolaan sampah berbasis nilai-nilai Islam (Fadholi et al., 2023).
Akan tetapi, efektivitas fatwa-fatwa tersebut dalam mempengaruhi



kebijakan lingkungan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dengan
pendekatan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Selain itu, kajian ini
juga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi,
dan masyarakat luas dalam memahami bagaimana Islam sebagai
sistem hukum dapat berperan dalam mengatasi tantangan ekologi
yang semakin kompleks.

2.2. Aspek Normatif Tentang Lingkungan dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik yang tidak hanya mengatur
hubungan antarindividu dalam masyarakat, tetapi juga mencakup
aspek hubungan manusia dengan lingkungannya. Islam sebagai sistem
hukum yang komprehensif tidak hanya membahas ibadah ritual, tetapi
juga mengatur interaksi manusia dengan alam sebagai bagian dari
tanggung jawabnya di dunia (Syaira Azzahra, 2024). Oleh karena itu,
aspek normatif dalam hukum Islam menjadi dasar utama dalam
memahami bagaimana Islam mengatur prinsip-prinsip ekologi dan
lingkungan hidup.

Secara umum, aspek normatif dalam hukum Islam terdiri atas
Al-Qur'an, Hadis, ljma’, dan Qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber hukum
utama memuat banyak ayat yang mengatur tentang lingkungan, baik
dalam bentuk perintah untuk menjaga kelestariannya maupun
larangan terhadap perusakan alam. Hadis juga memberikan pedoman
praktis dalam kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana manusia
harus bersikap terhadap alam, misalnya dalam pengelolaan air,
perlindungan terhadap satwa, serta larangan eksploitasi berlebihan
terhadap sumber daya alam (Syaira Azzahra, 2024).

Selain dua sumber utama tersebut, ljma’ atau konsensus ulama
menjadi instrumen penting dalam mengembangkan pemikiran hukum
Islam terkait lingkungan. Para ulama dari berbagai generasi telah



melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis untuk
menyesuaikan dengan tantangan lingkungan yang dihadapi umat
Islam di berbagai zaman. Begitu juga dengan Qiyas, yang
memungkinkan adanya analogi hukum dalam menjawab
permasalahan lingkungan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam
nash.

Aspek normatif dalam hukum Islam mengenai lingkungan juga
dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah figh yang berfungsi sebagai
prinsip umum dalam penerapan hukum Islam. Kaidah al-umur
bimagashidiha (segala sesuatu bergantung pada tujuannya) dapat
dijadikan dasar bahwa segala tindakan terhadap lingkungan harus
bertujuan untuk kebaikan dan keberlanjutan. Kaidah lain seperti saddu
dzari’ah (mencegah sesuatu yang membawa kepada keburukan) juga
relevan dalam mencegah tindakan eksploitasi alam yang dapat
merusak keseimbangan ekosistem (Noor, 2023).

Oleh karena itu, hukum Islam dalam aspek normatifnya
memberikan landasan yang kuat dalam menjaga keseimbangan
ekologi. Prinsip-prinsip hukum yang ada tidak hanya bersifat preventif
dalam mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga bersifat
konstruktif ~dalam  memberikan solusi terhadap berbagai
permasalahan ekologis yang dihadapi oleh umat manusia saat ini.

1. Prinsip Dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang Perlindungan
Lingkungan

Al-Qur’an dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam
memberikan banyak pedoman tentang bagaimana manusia
seharusnya memperlakukan alam. Islam menekankan bahwa alam
adalah ciptaan Allah yang memiliki hak untuk dijaga dan dimanfaatkan
dengan bijaksana. Salah satu prinsip utama dalam Al-Qur’an adalah
konsep keseimbangan (mizan), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-
Rahman ayat 7-9: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia
meletakkan neraca (keseimbangan). Supaya kamu jangan melampaui



batas dalam neraca itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan
adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar-Rahman: 7-
9).

Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan alam adalah bagian
dari ketetapan Allah, dan manusia diperintahkan untuk menjaga
keseimbangan tersebut agar tidak terjadi kerusakan di bumi.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan perusakan
lingkungan dalam berbagai ayat, salah satunya dalam QS. Al-A’raf ayat
56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah)
memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan
penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat kebaikan." (Yusyanti, 2016).

Ayat ini menegaskan bahwa bumi telah diciptakan dalam
keadaan seimbang, dan manusia dilarang melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kehancuran atau degradasi lingkungan.

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak
ajaran terkait perlindungan lingkungan. Salah satunya adalah perintah
untuk tidak membuang air secara berlebihan, bahkan saat berwudhu
di sungai yang mengalir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan lbnu Majah, Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu
menyia-nyiakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir."

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesadaran
ekologis dengan menanamkan sikap hemat dalam penggunaan
sumber daya alam. Selain itu, Nabi juga menganjurkan umat Islam
untuk menanam pohon dan menjaga kelestarian flora dan fauna.
Dalam hadis lain disebutkan: "Jika seorang Muslim menanam pohon
atau tanaman, lalu ada burung, manusia, atau hewan yang
memakannya, maka itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari dan
Muslim).

Dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat
disimpulkan bahwa Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar



dalam perlindungan lingkungan, di antaranya adalah menjaga

keseimbangan ekosistem, melarang perusakan, serta mendorong

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

2. Konsep Khalifah Fil Ardh dan Tanggung Jawab Manusia terhadap
Alam

Konsep khalifah fil ardh merupakan salah satu ajaran
fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa manusia memiliki
tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi. Allah berfirman dalam QS.
Al-Bagarah ayat 30: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
bumi."™

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk
yang tinggal di bumi, tetapi juga memiliki tugas untuk mengelola dan
menjaga keseimbangannya. Sebagai khalifah, manusia diberikan
kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi dengan
tanggung jawab untuk tidak merusaknya.

Konsep ini mengandung beberapa prinsip utama yaitu: amanah
(lingkungan adalah titipan dari Allah yang harus dijaga), tanggung
Jawab (manusia bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan
terhadap lingkungan), dan keadilan (pemanfaatan alam harus
dilakukan secara adil dan tidak merugikan generasi mendatang)
(Syaira Azzahra, 2024).

Dalam konteks modern, konsep khalifah fil ardh dapat
diterjemahkan dalam bentuk kebijakan lingkungan vyang
berkelanjutan, seperti praktik pertanian organik, pelestarian hutan,
dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

3. Prinsip La Dharar wa La Dhirar dalam Konteks Kerusakan
Lingkungan

Prinsip la dharar wa la dhirar merupakan salah satu kaidah
fighiyah yang fundamental dalam hukum Islam. Kaidah ini berasal dari
hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Tidak boleh ada bahaya



(dharar) dan tidak boleh membahayakan (dhirar)." (HR. lbnu Majah
dan Ahmad).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat
mendatangkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain harus dihindari.
Dalam konteks lingkungan, prinsip ini sangat relevan dalam mencegah
eksploitasi alam yang berlebihan dan menghindari praktik-praktik
yang merusak ekosistem.

a. Larangan Eksploitasi Berlebihan

Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh
menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sehingga
menyebabkan kehancuran lingkungan (Anudiwanti & Ahmad,
2022). Sebagai contoh, pembabatan hutan secara liar tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang akan menyebabkan
erosi tanah, banjir, dan kepunahan spesies. Hal ini bertentangan
dengan prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan dalam
pemanfaatan sumber daya alam.

Al-Qur'an telah memperingatkan manusia agar tidak
bersikap boros dalam memanfaatkan sumber daya alam: "Dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah)
memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56). Ayat ini mengajarkan bahwa
bumi telah diciptakan dalam kondisi seimbang, dan tugas
manusia adalah menjaga keseimbangan tersebut, bukan
merusaknya.

b. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem

Prinsip la dharar wa la dhirar juga menegaskan bahwa
setiap tindakan vyang dapat menyebabkan pencemaran
lingkungan harus dicegah. Pembuangan limbah beracun ke sungai
atau udara yang menyebabkan pencemaran dan membahayakan
kesehatan masyarakat adalah contoh nyata dari pelanggaran
prinsip ini (Kurniawan, 2019). Dalam Islam, segala bentuk
pencemaran yang membahayakan makhluk hidup termasuk



dalam kategori perbuatan haram.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang
pencemaran sumber air: "Janganlah seseorang di antara kalian
kencing di air yang diam, kemudian dia mandi darinya." (HR.
Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sudah sejak awal
menanamkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan
dan mencegah pencemaran sumber daya air. Prinsip ini dapat
diterapkan dalam kebijakan modern dengan mengembangkan
regulasi ketat terhadap industri yang membuang limbah tanpa
pengolahan, serta mendorong praktik ekonomi hijau yang ramah
lingkungan.

c. Keadilan Lingkungan bagi Generasi Mendatang

Prinsip ini juga menekankan bahwa generasi sekarang tidak
boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan generasi
mendatang.  Eksploitasi sumber daya alam  tanpa
mempertimbangkan keberlanjutannya dapat menyebabkan krisis
lingkungan yang berdampak Panjang (Syaira Azzahra, 2024). Oleh
karena itu, kebijakan lingkungan yang didasarkan pada prinsip
Islam harus bersifat jangka panjang dan berorientasi pada
keberlanjutan.

Dalam konteks hukum, prinsip la dharar wa la dhirar dapat
menjadi dasar bagi regulasi lingkungan yang ketat, termasuk
dalam pengelolaan hutan, tambang, dan sumber daya air. Prinsip
ini juga mendorong penerapan hukum lingkungan yang adil dan
menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.

4. Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Keberlanjutan
Lingkungan
Magqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang
menjelaskan tujuan utama syariat, yaitu untuk menjaga kesejahteraan
manusia dan mencegah kerusakan. Pendekatan ini memberikan



perspektif holistik dalam melihat isu lingkungan, karena lingkungan
adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga agar manusia dapat
hidup dengan sejahtera.
Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi membagi magashid syariah ke
dalam lima tujuan utama (dharuriyyat), yaitu:
1) Hifz ad-Din (Menjaga Agama)
2) Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa/Keberlanjutan Hidup Manusia)
3) Hifz al-Agl (Menjaga Akal)
4) Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)
5) Hifz al-Mal (Menjaga Harta/Berkelanjutan Sumber Daya Alam)
(Mansyur, 2020).
Dari kelima aspek ini, ada tiga aspek yang memiliki keterkaitan
erat dengan perlindungan lingkungan.
a. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) dan Kualitas Lingkungan

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga
kehidupan manusia (hifz an-nafs). Lingkungan yang rusak, seperti
polusi udara, air yang tercemar, dan perubahan iklim, dapat
membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga
lingkungan adalah bagian dari upaya melindungi jiwa manusia.

Dalam konteks ini, kebijakan lingkungan yang berbasis
Islam harus memastikan bahwa lingkungan yang sehat tetap
terjaga agar manusia dapat hidup dengan baik. Pemerintah dapat
menerapkan kebijakan pengelolaan sampah, pengurangan emisi
karbon, dan perlindungan terhadap sumber daya air untuk
memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

b. Hifz al-Mal (Menjaga Sumber Daya Alam)

Sumber daya alam adalah bagian dari kekayaan (mal) yang
harus dikelola dengan bijaksana. Eksploitasi yang tidak terkendali
akan menyebabkan kehancuran ekonomi jangka panjang. Islam
menekankan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan
larangan eksploitasi yang berlebihan.



Dalam konteks kebijakan, prinsip ini dapat diterapkan
melalui sistem ekonomi hijau yang berbasis pada keseimbangan
ekologi, seperti pengembangan energi terbarukan, pertanian
organik, dan perikanan berkelanjutan. Prinsip Islam juga
mendukung konsep pajak lingkungan (green tax) untuk
mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan.

. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan dan Keberlanjutan Lingkungan)

Lingkungan yang sehat adalah warisan bagi generasi
mendatang. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga
bumi untuk keturunannya, sebagaimana firman Allah dalam QS.
Al-Bagarah ayat 205: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia
berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan
merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak
menyukai kerusakan."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengutuk tindakan
yang merusak alam dan menegaskan bahwa manusia harus
menjaga keseimbangan ekosistem agar dapat diwariskan kepada
generasi berikutnya.

Hukum Islam tidak hanya menjadi instrumen normatif
dalam menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan arah dalam
implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Hukum Islam
memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keseimbangan ekologi.
Dari aspek normatif, prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan Hadis
hingga pendekatan magashid syariah memberikan landasan etis
dan praktis dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam dalam
lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat
menjadi rujukan dalam membentuk kebijakan publik yang lebih
ramah lingkungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.



2.3. Implementasi Kebijakan Tentang Lingkungan Berbasis Hukum
Islam
Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif
yang mengatur perilaku individu dan masyarakat, tetapi juga sebagai
pedoman dalam pembentukan kebijakan publik (Ismail Pane; Hasan
Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan;
Kartini; Muhammad Saleh, 2022). Dalam konteks lingkungan, hukum
Islam menawarkan prinsip-prinsip yang dapat diimplementasikan
dalam kebijakan guna menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian
lingkungan hidup. Implementasi kebijakan berbasis hukum Islam tidak
hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek
etika dan moral yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan.
1. Prinsip Dasar dalam Kebijakan Lingkungan Islam
Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang
dapat menjadi dasar dalam implementasi kebijakan lingkungan, yaitu:
a. Prinsip Khalifah fil Ardh
Konsep ini menekankan bahwa manusia adalah khalifah di
bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan
ekologi. Dalam kebijakan lingkungan, prinsip ini dapat diterapkan
melalui regulasi yang memastikan eksploitasi sumber daya alam
dilakukan secara bertanggung jawab (Shofan, 2019).
b. Prinsip La Dharar wa La Dhirar
Kaidah figh ini menegaskan bahwa setiap kebijakan harus
menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan atau
membahayakan kehidupan manusia. Dalam kebijakan modern,
prinsip ini dapat diterapkan dalam regulasi mengenai pengelolaan
limbah, industri ramah lingkungan, dan pengendalian emisi
karbon (Alamudi et al., 2024).
c. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)
Hukum Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan umat
(Bayu Wicaksono & Son Ashari, 2024). Oleh karena itu, kebijakan



berbasis hukum Islam harus memastikan bahwa lingkungan dijaga
demi kesejahteraan bersama, termasuk generasi mendatang.
2. Regulasi Lingkungan dalam Hukum Islam (Figh al-Bi'ah)

Figh al-Bi'ah merupakan cabang figh yang membahas tentang
hukum Islam terkait lingkungan hidup (Zuhdi, 2015). Dalam
perkembangannya, figh al-bi'ah memberikan landasan hukum bagi
umat Islam dalam menjaga lingkungan berdasarkan ajaran Al-Qur'an
dan Hadis.

a. Dasar Hukum Figh al-Bi'ah
Figh al-Bi'ah didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan
hadis yang menegaskan pentingnya menjaga lingkungan.
Beberapa dasar hukum Figh al-Bi'ah seperti Al-Qur'an surat Al-
A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi
setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56). Al-Qur'an
surat Al-A'raf ayat 31: "Makan dan minumlah, tetapi jangan
berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31) (Istiani & Muhammad
Roy Purwanto, 2019).
b. Prinsip-Prinsip Figh al-Bi'ah dalam Regulasi Lingkungan
1) Prinsip Hifz al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan)
Regulasi yang didasarkan pada figh al-bi'ah menekankan
perlunya menjaga lingkungan dan melarang segala bentuk
pencemaran yang dapat merusak ekosistem.
2) Prinsip Istishlah (Kemanfaatan Umum)
Regulasi harus mengutamakan kepentingan umum, seperti
kebijakan pengelolaan air bersih dan konservasi hutan.
3) Prinsip Ta’zir (Sanksi bagi Perusak Lingkungan)
Islam membolehkan penegakan sanksi bagi mereka yang
merusak lingkungan, seperti denda atau hukuman sosial untuk
perusahaan yang mencemari lingkungan (Zuhdi, 2015).
Regulasi berbasis figh al-bi'ah dapat menjadi solusi bagi



berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini,
terutama dalam upaya menyeimbangkan antara eksploitasi
sumber daya dan pelestarian alam.
c. Fatwa-fatwa MUI terkait Isu Lingkungan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting
dalam memberikan pedoman kepada umat Islam di Indonesia,
termasuk dalam isu lingkungan. Beberapa fatwa yang telah
dikeluarkan terkait perlindungan lingkungan antara lain:

1) Fatwa No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka.
Fatwa ini menegaskan bahwa membunuh, menangkap, dan
memperdagangkan satwa langka yang dilindungi adalah
haram (Prawira et al., 2017).

2) Fatwa No. 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran Hutan untuk
Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa ini menekankan
pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis Islam, seperti
penggunaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Fadholi et
al., 2023).

Fatwa-fatwa ini menjadi dasar dalam pembentukan
kebijakan lingkungan berbasis Islam di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
hukum Islam memiliki prinsip-prinsip normatif yang kuat dalam
menjaga keseimbangan ekologi. Konsep-konsep seperti khalifah fil
ardh, la dharar wa la dhirar, serta pendekatan maqgashid syariah
menjadi dasar utama dalam pembentukan regulasi lingkungan yang
berorientasi pada keberlanjutan. Islam menempatkan manusia
sebagai penjaga alam yang bertanggung jawab untuk tidak merusak
keseimbangan ekosistem, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai
ayat Al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman spiritual tetapi juga memberikan kerangka



hukum yang jelas dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran yang sangat
penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, baik dari sisi normatif
maupun implementasi kebijakan. Keberhasilan penerapan prinsip-
prinsip Islam dalam kebijakan lingkungan sangat bergantung pada
pemahaman yang mendalam, kesadaran kolektif, serta komitmen dari
berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat luas.
Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menguatkan
regulasi berbasis Islam dalam perlindungan lingkungan, sehingga
keseimbangan ekologi dapat terjaga untuk kesejahteraan umat
manusia dan generasi mendatang.
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